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ABSTRAK Lo

CATATAN Do-

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak
daerah yang dapat dipungut daerah, dan pelaksanaannya harus diatur dengan
Peraturan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 8 Tahun
1981, UU No. 12 Tahun 1985, UU No. 19 Tahun 1977, UU No. 28 Tahun 1999, UU No.
45 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 26 Tahun
2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No.
32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 20 Tahun 2001, PP No. 65 Tahun
2001, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 135 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP
No. 79 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 91 Tahun 2010, Permendagri No.
1 Tahun 2003, permendagri No. 13 Tahun 2006, PMK No. 11/MK.07/2010,
Kepmendagri No. 43 Tahun 1999, Perda Kabupaten Raja Ampat No. 1 Tahun 2008,
Perda Kabupaten Raja Ampat No. 6 Tahun 2011, Perda Kabupaten Raja Ampat No. 7
Tahun 2011, Perda Kabupaten Raja Ampat No. 8 Tahun 2011, Perda Kabupaten Raja
Ampat No. 12 Tahun 2011, Perda Kabupaten Raja Ampat No. 1 Tahun 2012.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, meliputi Ketentuan Umum yang menetapkan batasan istilah yang
digunakan dalam Perda ini; Nama, Objek, dan Subyek Pajak; Dasar pengenaan, Tarif
dan Cara Perhitungan Pajak; Wilayah Pemungutan, Tahun Pajak dan Saat
Terutangnya Pajak; Pendataan dan Penetapan; Pemungutan Pajak; Surat Tagihan
Pajak; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Keberatan dan Banding; Pembetulan,
Pembatalan, pengurangan Ketetapan, dan Pengahapusan Atau Pengurangan Sanksi
Administratif Kepada Wajib Pajak; Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
Kadaluwarsa Penagihan Pajak; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Ketentuan
Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Pelaksanaan, Pemberdayaan,
Pengawasan, dan Pengendalian; dan Ketentuan Penutup.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014;

Ditetapkan di Waisai pada tanggal 22 Oktober 2012;

Peraturan pelaksanaan Perda ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum
diberlakukan;

Penjelasan 4 him.



